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ABSTRAK 

YULIZA UTAMI, 201910115218. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perdagangan 

Manusia dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana 

terhadap perdagangan manusia dalam bentuk penempatan pekerja migran Indonesia 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 dan Putusan 

Pengadilan Nomor 271/Pid.Sus/PN.BTM. Adapun metode penelitian yang 

digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

memfokuskan atau mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang 

terdapat dalam hukum, yang selanjutnya akan dianalisia bagaimana subtansi 

peraturan perundang-undangannya dalam mengatasi pokok permasalahan atas isu 

hukum yang relevan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. 

Hasil penelitian hukumnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 

K.Pid.Sus/2017 hakim belum memutus sesuai dengan aspek yuridis yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengabaikan 

hakikat dari kejahatan perdagangan orang, karena pada dasarnya terdakwa harus 

mendapatkan hukuman maksimal  karena tindakan terdakwa tidak dilakukan secara 

sendiri melainkan dibantu oleh beberapa pihak didalamnya, sehingga bisa dijadikan 

alasan pemberat untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam Putusan 

Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm Penerapan sanksi pidana dalam kasus 

di atas belum berjalan optimal, hakim tidak menerapkan pembebanan restitusi 

kepada terdakwa terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang telah 

meninggal sebanyak 7 orang, restitusi sebagaimana kita ketahui merupakan hak 

yang wajib diperoleh setiap korban TPPO sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

korban untuk mendapatkan bayaran ganti kerugian baik itu secara materiil maupun 

immateril, dan tindakan pencegahan TPPO tidak boleh hanya berpedoman pada 

Undang-Undang saja, melainkan perlu untuk diimplementasikan oleh berbagai 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam realisasi upaya penegakan hukum terhadap 

perdagangan orang tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah 

lainnya.  

 

Kata Kunci : Perdagangan manusia, penempatan, calon pekerja migran 
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ABSTRACT 

YULIZA UTAMI, 201910115218. Application of Criminal Sanctions against 

Human Trafficking by Placement of Indonesian Migrant Workers. 

The purpose of this research is to find out how criminal sanctions are applied to 

human trafficking in the form of placing Indonesian migrant workers based on 

Supreme Court Decision Number 2606 K/Pid.Sus/2017 and Court Decision 

Number 271/Pid.Sus/PN.BTM. The research method used to compile this thesis is 

normative legal research by focusing or studying the application of the principles 

or norms contained in the law, which will then be analyzed how the substance of 

the laws and regulations is in overcoming the main issues on legal issues relevant 

to the object of the problem being studied. 

The results of his legal research, in the decision of the Supreme Court Number 2606 

K.Pid.Sus/2017 the judge has not decided in accordance with the juridical aspect 

which is based on the facts revealed in the trial and ignores the nature of the crime 

of trafficking in persons, because basically the defendant must get the maximum 

sentence because the actions of the defendant were not carried out independently 

but were assisted by several parties in it, so that this could be used as a weighting 

reason to sentence the defendant. In Court Decision Number 271/Pid.sus/2022/PN 

Btm The application of criminal sanctions in the above case has not run optimally, 

the judge did not apply the imposition of restitution on the defendant against victims 

of the crime of trafficking in persons who have died as many as 7 people, restitution 

as we know is rights that must be obtained by every victim of the crime of trafficking 

in persons as a form of legal protection for the victim to get paid compensation both 

materially and immaterially, and measures to prevent the crime of trafficking in 

persons should not only be guided by the law, but need to be implemented by various 

government policies. In the realization of law enforcement efforts against 

trafficking in persons cannot be generalized from one region to another. 
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